
 
 

 

 

 

 

BUPATI BULELENG 

PROVINSI BALI 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG 

NOMOR ... TAHUN ... 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 

2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN ANGGARAN 2024 

 

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

BUPATI BULELENG, 

Menimbang 

: 

a. bahwa dengan adanya perubahan rencana kerja pemerintah 

daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan 

kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah 

serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 

yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan 

dewan perwakilan rakyat daerah, maka perlu melakukan 

penyesuaian terhadap anggaran pendapatan dan belanja 

daerah kabupaten buleleng tahun anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-



 

Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala 

Daerah wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah 

tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk memperoleh 

persetujuan bersama, sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024, perlu 

disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Repulik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan   

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah 

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587)  sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 

2023 Nomor 10); 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan 

: 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG 

dan 

BUPATI BULELENG 

 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG 

TAHUN ANGGARAN 2024. 

 

 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2023 tentan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Buleleng Tahun 2023 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 

 

 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 2 

Perubahan APBD tahun anggaran 2024 terdiri atas 

pendapatan Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. pendapatan Daerah           Rp2.599.409.182.293,00 

2. belanja Daerah    Rp2.661.523.178.927,00 

3. surplus/(defisit)    Rp(62.113.996.634,00) 

4. pembiayaan Daerah 

a. penerimaan pembiayaan  Rp62.113.996.634,00 

b. pengeluaran pembiayaan  Rp0,00 

jumlah pembiayaan netto      Rp62.113.996.634,00 

sisa lebih pembiayaan  

anggaran tahun berkenan      Rp0,00 

 



 

 2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 3 

Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp2.599.409.182.293,00 (dua triliun lima ratus 

sembilan puluh sembilan miliar empat ratus sembilan juta 

seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga 

rupiah) yang bersumber dari: 

a. pendapatan asli Daerah;  

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah. 

 

 3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 

Rp575.417.310.612,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar 

empat ratus tujuh belas juta tiga ratus sepuluh ribu enam 

ratus dua belas rupiah) yang terdiri dari: 

a. pajak Daerah; 

b. retribusi Daerah; 

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; 

dan 

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp244.589.116.850,00 (dua ratus 

empat puluh empat miliar lima ratus delapan puluh 

sembilan juta seratus enam belas ribu delapan ratus lima 

puluh rupiah).  

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp33.886.640.000,00 (tiga 

puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh enam juta 

enam ratus empat puluh ribu rupiah).  

(4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 

sebesar Rp33.431.505.390,00 (tiga puluh tiga miliar empat 

ratus tiga puluh satu juta lima ratus lima ribu tiga ratus 

sembilan puluh rupiah) 



 

(5) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp263.510.048.372,00 

(dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus sepuluh juta 

empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh dua 

rupiah). 

 

 4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 5 

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp1.978.991.670.195,00 

(satu triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar 

sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh 

puluh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) yang 

terdiri dari: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar Daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp1.541.088.618.000,00 (satu triliun lima ratus empat 

puluh satu miliar delapan puluh delapan juta enam ratus 

delapan belas ribu rupiah).  

(3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp437.903.052.195,00 (empat ratus tiga puluh tujuh 

miliar sembilan ratus tiga juta lima puluh dua ribu seratus 

sembilan puluh lima rupiah). 

 

 5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 

Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu 

ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri atas 

lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan direncanakan sebesar 

Rp45.000.201.486,00 (empat puluh lima miliar dua ratus satu 

ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah)  .  



 

 

 6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan 

sebesar Rp2.661.523.178.927,00 (dua triliun enam ratus enam 

puluh satu miliar lima ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh 

puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) 

yang terdiri dari: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

 7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 

Rp2.046.155.283.948,00 (dua triliun empat puluh enam 

miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus delapan 

puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan 

rupiah) yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.191.435.242.486,00 

(satu triliun seratus sembilan puluh satu miliar empat 

ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu 

empat ratus delapan puluh enam rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b  direncanakan sebesar Rp708.622.224.426,00 

(tujuh ratus delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta 

dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh 

enam rupiah). 

 

 



 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  

direncanakan sebesar Rp137.405.517.036,00 (seratus tiga 

puluh tujuh miliar empat ratus lima juta lima ratus tujuh 

belas ribu tiga puluh enam rupiah). 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.692.300.000,00 

(delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga 

ratus ribu rupiah). 

 8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 

Rp210.878.697.664,00 (dua ratus sepuluh miliar delapan 

ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh 

tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang 

terdiri dari:  

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp687.807.500,00 (enam 

ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu 

lima ratus rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp57.730.909.438,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus 

tiga puluh juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus 

tiga puluh delapan rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp45.709.707.991,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus 

sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus 

sembilan puluh satu rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 



 

Rp82.458.441.550,00 (delapan puluh dua miliar empat 

ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh 

satu ribu lima ratus lima puluh rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp21.111.279.122,00 (dua puluh satu miliar seratus 

sebelas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

dua puluh dua rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.180.552.063,00 

(tiga miliar seratus delapan puluh juta lima ratus lima 

puluh dua ribu enam puluh tiga rupiah). 

 

 9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.643.334.485,00 

(empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga 

puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah). 

 

 10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

 

Pasal 11 

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 

Rp399.845.862.830,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan 

miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus 

enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) yang 

terdiri dari: 

a. belanja bagi hasil; dan 

b. belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp23.248.250.000,00 (dua 

puluh tiga miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b direncanakan sebesar Rp376.597.612.830,00 



 

(tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan 

puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus 

tiga puluh rupiah).  

 

 11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

 

Pasal 12 

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 

direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua 

miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh 

enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri 

dari: 

a. penerimaan pembiayaan; dan 

b. pengeluaran pembiayaan. 

 

 12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

 

Pasal 13 

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 

Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus tiga 

belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam 

ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas sisa lebih 

perhitungan anggaran tahun sebelumnya direncanakan 

sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar seratus 

tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam 

ratus tiga puluh empat rupiah) 

 

 13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

Pasal 14 

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol 

rupiah)  yang terdiri atas penyertaan modal Daerah 

direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

 

 14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai 



 

 berikut: 

Pasal 15 

Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

14 direncanakan sebesar  Rp0,00 (nol rupiah). 

 

 15. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

 

Pasal 16 

(1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan 

anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit 

sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh dua miliar 

seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh 

enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). 

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp62.113.996.634,00 (enam puluh 

dua miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan 

puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah). 

 

 16. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

 

Pasal 18 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini terdiri dari: 

a. Lampiran I 

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 

2024; 

b. Lampiran II 

ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

Pemerintahan Daerah dan organisasi tahun anggaran 2024; 

c. Lampiran III 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 



 

2024; 

d. Lampiran IV 

rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub 

kegiatan beserta sub keluaran kabupaten buleleng tahun 

anggaran 2024; 

e. Lampiran V 

rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 

kerangka pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 

2024; 

f. Lampiran VI 

rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun 

Anggaran 2024; 

g. Lampiran VII 

sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka 

menengah Daerah dengan rancangan APBD Tahun 

Anggaran 2024; 

h. Lampiran VIII 

sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada 

rencana kerja pembangunan Daerah dan prioritas dan 

plafond anggaran sementara dengan rancangan peraturan 

Daerah tentang APBD tahun anggaran 2024; 

i. Lampiran IX 

sikronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi 

dengan program prioritas kabupaten/kota tahun anggran 

2024; 

j. Lampiran X 

Sinkronisasi major project dengan dukungan program 

prioritas Daerah tahun anggaran 2024; 

k. Lampiran XI 

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tahun 

anggaran 2024; 

l. Lampiran XII 

daftar Rekapitulasi piutang Daerah tahun anggaran 2024; 

m. Lampiran XIII 

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi daerah 

lainnya tahun anggaran 2024; 

n. Lampiran XIV 



 

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap 

Daerah dan Aset lain-lain tahun anggaran 2024; 

o. Lampiran XV 

daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); 

p. Lampiran XVI 

daftar dana cadangan tahun anggaran 2024; 

q.  Lampiran XVII 

daftar pinjaman daerah. 

 17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai 

 berikut: 

Pasal 19 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan 

APBD. 

 18. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana 

 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

 terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

19. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

20. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

21. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

22. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

23. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

24. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

25. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 



 

 ini. 

26. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

27. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

28. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan 

 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

29. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

ini. 

30. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

31. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

32. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

33. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

34. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga menjadi 

 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang 

 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 

 ini. 

 

 

 

 

 



 

 Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Buleleng. 

 

 Ditetapkan di … 

pada tanggal ... 

Pj. BUPATI BULELENG, 

 

... 

 

 Diundangkan di … 

pada tanggal ... 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

 

          ... 

 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ... NOMOR 

... 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, 

PROVINSI BALI : (..., .../...) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Lampiran I : Peraturan Daerah

Nomor : 

Tanggal : 

KABUPATEN BULELENG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS 

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE URAIAN
JUMLAH (Rp)

BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 493.324.500.000,00 575.417.310.612,00 82.092.810.612,00

4.1.01 Pajak Daerah 195.530.000.000,00 244.589.116.850,00 49.059.116.850,00

4.1.02 Retribusi Daerah 36.952.500.000,00 33.886.640.000,00 -3.065.860.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 31.300.000.000,00 33.431.505.390,00 2.131.505.390,00

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 229.542.000.000,00 263.510.048.372,00 33.968.048.372,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.756.634.323.433,00 1.978.991.670.195,00 222.357.346.762,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.541.088.618.000,00 1.541.088.618.000,00 0,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 215.545.705.433,00 437.903.052.195,00 222.357.346.762,00

4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 45.000.000.000,00 45.000.201.486,00 201.486,00

4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan 45.000.000.000,00 45.000.201.486,00 201.486,00

Jumlah Pendapatan 2.294.958.823.433,00 2.599.409.182.293,00 304.450.358.860,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERASI 1.860.755.957.758,00 2.046.155.283.948,00 185.399.326.190,00

5.1.01 Belanja Pegawai 1.109.600.308.565,00 1.191.435.242.486,00 81.834.933.921,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 656.259.336.189,00 708.622.224.426,00 52.362.888.237,00

5.1.05 Belanja Hibah 91.362.213.004,00 137.405.517.036,00 46.043.304.032,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.534.100.000,00 8.692.300.000,00 5.158.200.000,00

5.2 BELANJA MODAL 198.481.789.093,00 210.878.697.664,00 12.396.908.571,00

5.2.01 Belanja Modal Tanah 6.000.000,00 687.807.500,00 681.807.500,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 51.378.340.206,00 57.730.909.438,00 6.352.569.232,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.237.532.798,00 45.709.707.991,00 3.472.175.193,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 82.373.406.730,00 82.458.441.550,00 85.034.820,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.816.736.557,00 21.111.279.122,00 294.542.565,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 1.669.772.802,00 3.180.552.063,00 1.510.779.261,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 3.500.000.000,00 4.643.334.485,00 1.143.334.485,00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000,00 4.643.334.485,00 1.143.334.485,00

5.4 BELANJA TRANSFER 276.821.076.582,00 399.845.862.830,00 123.024.786.248,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 29.258.546.982,00 23.248.250.000,00 -6.010.296.982,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 247.562.529.600,00 376.597.612.830,00 129.035.083.230,00

Jumlah Belanja 2.339.558.823.433,00 2.661.523.178.927,00 321.964.355.494,00

Total Surplus/(Defisit) -44.600.000.000,00 -62.113.996.634,00 -17.513.996.634,00

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000,00 62.113.996.634,00 17.113.996.634,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-11 15:13:32 Halaman 1



KODE URAIAN
JUMLAH (Rp)

BERKURANG/BERTAMBAH
SEBELUM (Rp) SESUDAH (Rp)

1 2 3 4 5

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 45.000.000.000,00 62.113.996.634,00 17.113.996.634,00

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 400.000.000,00 0,00 -400.000.000,00

Pembiayaan Netto 44.600.000.000,00 62.113.996.634,00 17.513.996.634,00

6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00

SIPD-RI : dicetak pada 2024-08-11 15:13:32 Halaman 2

Kab. Buleleng, .........................

Pj Bupati

KETUT LIHADNYANA
























